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ABSTRAK

Di era globalisasi Hukum pidana telah mengalami perubahan
dengan adanya mediasi pidana/penal sebagai bentuk penyelesaian
perkara di luar pengadilan. Aturan mediasi pidana ini menimbulkan
perdebatan bagi praktisi hukum, karena eksistensinya yang berada
antara “ada” dan “tiada”. Dalam tataran wilayah sistem peradilan
pidana hanya mengenal konsep keadilan retributif. Meskipun dalam
sistem peradilan pidana hanya mengenal konsep ini, tetapi banyak
ditemukan adanya mediasi pidana di lapangan. Keadaan ini muncul
disebabkan dengan mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (cost
and benefit). Penekanan tersbut diperkuat dengan adanya laporan
Kongres PBB ke-9 tahun 1995 yang menyebutkan “untuk mengatasi
problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para
peserta kongres menekankan pada perlunya mempertimbangkan
privatizing some law enforcement and justce functions dan
alternative dispute resolution”. Sementara itu dapat dilihat statistik
perkara di mahkamah agung yang masuk setiap tahun jumlahnya
sangat banyak dan akan membebankan anggaran yang besar. Untuk
itulah penyusun ingin melihat eksistensi mediasi penal dari segi
pelaksanaannya dalam hukum pidana Indonesia serta implementasi
dan akibat hukum yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research),
teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dengan cara
dokumentasi kepada pihak Kepolisian Resor Sleman. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris yaitu mendekatkan
masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan dan dibandingkan dengan
data yang didapat secara langsung di Polres Sleman. Selanjutnya
sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan
sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan
penelitian. Kemudian akan dilakukan analisis dan dideskripsikan
data yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan,
maka dapat disimpulkan bahwa pertama mediasi dalam hukum
pidana Indonesia diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018
tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara
Pidana. Dalam implementasinya Polres Sleman baik sebelum atau



sesudah keluarnya surat edaran tersebut telah banyak menghadapi
perkara yang berakhir dengan jalur mediasi pidana. Pertama, pada
pelaksanaannya mediasi pidana ini menggunakan model model
mediasi Community panel or courts dan Family and community
group conferences. Kedua, Polres Sleman dalam menyelesaikan
perkara melalui mediasi rata-rata menerapkannya pada perkara yang
ancaman hukumannya relatif ringan dibawah kisaran 7 tahun penjara.
Ketiga, hasil mediasi yang dilakukan lebih cenderung kearah
penggantian kerugian dari pihak pelaku. Keempat, akibat hukum
pelaksanaan mediasi adanya kewajiban masing-masing pihak untuk
melaksanakan hasil mediasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan itu
nantinya akan berujung pada penghentian penyidikan dari pihak
kepolisian.

Kata kunci: Mediasi, Pidana, Polres Sleman
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Al Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
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o Sin S Es
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d Kaf K Ka
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Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

3adaia Ditulis Muta‘addidah
150 Ditulis ‘iddah

T& marbdtah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h

-

4Aala Ditulis Hikmah
il Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat,
dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kta sandang ‘al’ sert bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

sl g¥1dal S Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta/ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah,

dan dammabh ditulis t atau h.

kil o 1) Ditulis Zakah al-fitri




D. Vokal pendek

—————- Fathah Ditulis A
Jad Fathah Ditulis fa‘ala
—m—moe- Kasrah Ditulis I
S Kasrah Ditulis Zukira
e Dammah Ditulis u
Ry Dammah Ditulis yazhabu
E. Vokal panjang
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
dengan apostrof

aili Ditulis A’antum
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PP Ditulis La’in syakartum

Xi



Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengn menggunkan
huruf “T”.
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k) Ditulis Al-Qiyas
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Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.
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Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya:
al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi
berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya
Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh

Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab,
misalnya Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan
hukum.! Secara konstitusioal hal tersebut menjadikan hukum
menjadi sebuah landasan untuk melakukan segala aktivitas dalam
sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang ada di
dunia khususnya di wilayah Negara Indonesia, ibarat sebuah
pohon yang memiliki akar, batang, dan daun yang sangat luas
area kajian keilmuannya. Pengkajian ini bisa dari asas,
sumbernya, penggolongannya, cara, isinya dan lain sebagainya.
Pengkajian-pengkajian yang telah dilakukan tersebut tentu tidak
akan lepas dari adanya perkembangan dari perilaku masyarakat.
Sebab masyarakat inilah yang menjadi objek dari adanya hukum,
sesuai dengan pernyataan seorang filsuf yang bernama Cicero.
Dalam pernyataannya Cicero mengatakan, “Ubi Societas, Ibi lus,
Ibi Crimen” yang artinya ada masyarakat, ada hukum, ada
kejahatan.?

Di era globalisasi, hukum telah mengalami perkembangan
yang sangat pesat. perkembangan hukum ini salah satunya datang
dari bidang hukum pidana. Hukum pidana pada dasarnya sebuah
aturan hukum yang pada dasarnya memuat perintah dan larangan

! pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

2 M. Khusnul Yakin, “Ratio Decendi Penetapan Pengesahan (Itsbat)
Nikah di Pengadilan Agama”, Jurnal Yuridika, Vol. 30:2, (Mei 2015), him.
259,
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kepada seseorang yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi.
Sanksi inilah pada umumnya dikatakan sebuah pembalasan atas
perbuatan merugikan yang telah dilakukan seseorang.
Pemberlakuan sanksi yang dilakukan kepada pelaku tentunya
terdapat prosedur yang diatur dalam kitab undang-undang hukum
acara pidana atau biasa disingkat KUHAP. Seiring berjalannya
waktu, hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP pada
pelaksanannya mengalami beberapa perubahan.

Perubahan ini salah satunya datang dari adanya sifat hukum
pidana itu sendiri. Secara umum hukum pidana ini memiliki sifat
yang masuk kedalam bagian hukum publik. Akan tetapi seiring
berjalannya waktu hukum pidana ini mulai memasuki ranah yang
bersifat privat. Perubahan ini biasa ditemui dengan adanya
mediasi penal yang sering dipraktikkan sebagai bentuk
penyelesaian perkara di luar pengadilan. Memang secara
pengaturan mediasi dalam peraturan perundang-undangan hanya
lazim diterapkan dalam terhadap perkara-perkara perdata.
Mengingat mediasi penal ini secara aturan belum banyak diatur
dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pernah diatur dalam
Surat Edaran Kapolri No Pol : B/3022/X11/2009/SDEOPS tanggal
14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif
Dispute Resolution yang kemudian disingkat surat edaran Kapolri
tahun 2009 tentang ADR.

Surat edaran Kapolri tentang ADR dalam sistem hukum di
Indonesia hanya berlaku terhadap jajaran internal kepolisian
dibawah Kapolri, karena aturan tersebut bentuknya sebuah surat
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edaran yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang bersifat
sebagai sebuah Kkebijakan (beleidsregel). Adanya kebijakan
Kapolri tersebut dimaksudkan, hukum Negara Indonesia
memiliki keterbatasan dalam menjangkau perubahan perubahan
sosial yang sangat dinamis di masyarakat. Maka perlu adanya
surat edaran Kapolri tentang ADR sebagai bentuk perluasan
hukum yang bentuknya lebih luas dari diskresi® dari kepolisian.
Akan tetapi pada perkembangannya surat edaran Kapolri tentang
ADR pada perkembangannya kemudian dicabut kembali.

Aturan yang dituangkan dalam bentuk mediasi penal inilah
kemudian  menimbulkan sebuah perdebatan tersendiri bagi
praktisi hukum, karena eksistensinya yang berada antara “ada”
dan “tiada”. Pengaturan mediasi penal sendiripun hanya dalam
tataran dibawah undang-undang mealui aparat penegak hukum
yaitu lembaga kepolisian dengan melalui upaya hukum informal.
Meskipun masih belum adanya penegasan dalam peraturan
perundang-undangan mediasi ini sedikit ada sebuah arah yang
lebih baik dimana telah dirumuskan dalam RUU KUHP tahun
2017. Dalam Pasal 152 huruf d yang menjelaskan kewenangan

penuntutan gugur jika salah satunya telah terjadi upaya

% Dalam Pasal 1 angka 9 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan
konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal
peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur,
tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
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penyelesaian proses diluar peradilan pidana.* Secara otomatis
apabila revisi ini disahkan kedepannya hukum pidana Indonesia
akan memberi ruang untuk pelaksanaan mediasi penal. Meskipun
adanya titik terang ini secara terbatas dalam RUU KUHP yang
belum diatur secara konkret dalam hukum formil perundang-
undngan Indonesia.

Dalam tataran wilayah sistem peradilan pidana yang ada
saat ini, mediasi penal tidak menjadi bagian dalam wilayah ini.
Sebab dalam sistem hukum pidana antara korban dan pelaku
sendiri kedudukannya sudah tidak setara, sehingga tidak dapat
dilaksanakannya mediasi dalam hukum pidana. Di sisi lain
hukum pidana ini selama ini lebih mengenal konsep keadilaan
retributif dari pada konsep-konsep lainnya. Dalam konsep
keadilan retributif kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran
terhadap tertib publik (public order) atau suatu perbuatan
melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara,
menentang serangkaian standar institusi-institusi demokratik
masyarakat. Oleh sebab itu administrasi peradilan menekankan
pada pertanggungjawaban secara eksklusif ~oleh negara
(memonopoli penuntutan dan penegakannya).

Meskipun dalam sistem pidana Indonesia lebih menerapkan

konsep keadilan retributif, akan tetapi dalam pelaksanaan

*  http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-
BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf, akses pada
20 Januari 2019.

® Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa
Media, 2010), him. 118.



http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf
http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf
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dilapangan banyak ditemukan praktek mediasi penal dalam
penyelesaian perkara pidana. Penerapan ini tidak lain karena
adanya sebuah keadaan tertentu dari lembaga kepolisian dalam
mengambil tindakan penegakan hukum kepada pelaku. Keadaan
ini salah satunya muncul dengan mempertimbangkan prinsip
biaya dan hasil (cost benefit principle).® Jangan sampai negara
mengalami defisit anggaran akibat melakukan upaya yang
hasilnya jauh dari apa yang sudah ditargetkan oleh negara sendiri.

Penekanan pemberlakuan pertimbangan tersebut diperkuat
dengan adanya laporan kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang
“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”.

(13

Dalam kongres tersebut dikemukakan bahwasannya, “ untuk
mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di
pengadilan, para peserta kongres menekankan pada perlunya
mempertimbangkan privatizing some law enforcement and justce
functions dan alternative dispute resolution.” Pertimbangan yang
dikeluarkan tersebut tidaklah tanpa dasar karena diketahui
bersama setiap tahun Negara Indonesia yang dalam hal ini
diwakili oleh Mahkamah Agung selalu menerima jumlah perkara
yang masuk jumlahnya tidaklah sedikit.

Menurut Mahkamah Agung, dalam buku laporan akhir

tahun 2017 Mahkamah Agung menangani perkara dengan jumlah

® Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana:
Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005), him. 23.

" Barda Nawawi, Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara di Luar
Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), him. 12.
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17.862 perkara yang salah satunya dari 1.876 perkara pidana
umum dan 3.947 berasal dari pidana khusus. Sementara sisa
perkara yang dibebankan Mahkamah Agung sejumlah 1.388
perkara yang didalamnya terdapat sisa perkara pidana umum
sejumlah 208 perkara dan perkara pidana khusus sejumlah 541
perkara. Jumlah perkara tersebut ternyata meningkat sebesar
5,98%, dimana perkara masuk pada tahun 2017 sejumlah 15.505
dibandingkan perkara tahun 2016 sejumlah 14.630.° Banyaknya
perkara tersebut salah satunya juga datang dari Kabupaten
Sleman. Menurut data Badan Pusat Statistik DIY pada tahun
2017 tindak pidana yang dilaporkan sejumlah 5.194 kasus dengan
Kabupaten Sleman sebagai penyumbang tingkat kriminalitas
tertinggi dengan jumlah pelaporan sebanyak 1.723 kasus.’

JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN PADA TAHUN
2017 DI PROVINSI DIY
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1723

1500
1196
1000 891
685
426
: . 1 I
. N

Kulon Progoe Bantul Gunung Kidul Sleman Yogyakarta Mapold DIY

M Jumlah

8 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung
Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), him. 13.

% Badan Pusat Statistik DIY, Statistik Politik dan Keamanan Daerah
Istimewa Yogyakarta 2017, (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik DIY, 2018),
him. 2.



JUMLAH KASUS YANG DILAPORKAN PADA TAHUN 2015-
2017 DI PROVINSI DIY
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Dengan melihat statistik laporan perkara yang diterbitkan
oleh Mahkamah Agung dapat disimpulkan perkara-perkara yang
masuk ke Mahkamah Agung jumlahnya sangatlah banyak
khususnya dalam bidang hukum pidana yang jumlahnya tidak
sedikit. Secara otomatis beban anggaran untuk memproses
perkara tersebut sangatlah banyak. Belum lagi kalau jumlah
tersebut ditambah perkara-perkara yang tidak sampai ke
Mahkamah Agung yang hanya sampai tahap di Kepolisian
khususnya di Polres Sleman.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui letak
permasalahan adanya implementasi mediasi penal di lapangan.
Benturan kuat adanya dua kubu yang setuju dan menolak
pelaksanaan mediasi penal ini menimbulkan pertanyaan-
pertanyaan bagi kalangan penegak hukum. Untuk itulah disini
penyusun ingin mengetahui eksistensi mediasi penal di lapangan
terlebih dalam implementasinya itu seperti apa, Berdasarkan hal
tersebut maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji
sebagai bentuk karya ilmiah  (skripsi) dengan judul
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“Implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian Perkara
Pidana di POLRES SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas
makadapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam sistem hukum
pidana Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dan akibat hukum yang ditimbulkan

dari mediasi penal di wilayah Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana di Indonesia
mengenai adanya pelaksanaan mediasi penal.

b. Untuk menjelaskan perkara apa saja yang dapat dilakukan
mediasi penal.

c. Untuk mengetahui implementasi dan akibat hukum
mengenai pelaksanaan mediasi penal khususnya di Polres
Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian diharapkan berguna untuk memberikan

sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai

Implementasi Mediasi Penal dalam Rangka Penyelesaian

Perkara Pidana di Polres Sleman.



b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran
secara lengkap untuk masyarakat luas serta untuk aparat

penegak hukum dalam melaksanakan mediasi penal.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelaahan
terhadap kepustakaan, sudah ada beberapa penelaah dan
penelitian yang menelaah mediasi penal. Berikut beberapa karya
yang dijadikan skripsi yang membahas mengenai mediasi penal
antara lain :

Skripsi dengan judul “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana
Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional
(Studi Kasus di Polsek Manggala)” membahas tentang faktor
yang melandasi adanya mediasi penal di Polsek Manggala dan
akibat hukum dari penerapan mediasi penal yang telah dilakukan
terkait adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada
daerah tersebut. Disisi lain pada skripsi ini membahas melihat
pandangan hukum islam menyikapi adanya pelaksanaan mediasi
penal dalam menangani tindak pidana penganiayaan.*® Perbedaan
skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada pengkajian
terkait ruang lingkup yang lebih umum dari adanya implementasi

mediasi penal karena adanya tumpang tindih pelaksanaan mediasi

1 Susianti, “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek
Manggala)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar,
2017.
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penal di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman. Adapun juga
penyusun mengkaji mediasi penal dalam tataran sistem pidana
Indonesia.

Skripsi dengan judul “Mediasi Penal Oleh Lembaga
Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam
Mewujudkan Prinsip Restorative Juctice (Studi di Wilayah
Hukum Polresta Bandar Lampung)”, membahas tentang
penerapan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana ringan
di Polresta Bandar Lampung dan faktor pengahambat dalam
melaksanakan mediasi penal di Polresta Bandar Lampung.™
Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada
adanya pengkajian mediasi penal dalam tataran sistem hukum
pidana di Indonesia. Adapun juga disini pengkajian yang
penyusun lakukan lebih luas yaitu terkait implementasi mediasi
penal di wilayah Kabupaten Sleman seperti apa dilapangan,
mengingat belum adanya sebuah aturan yang pasti dalam
pelaksanaannya.

Skripsi dengan judul ”Analisis Mediasi dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Perzinaan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)”,
membahas tentang pengkajian proses penyelesaian tindak pidana
perzinaan dengan mediasi dengan perspektif hukum postif dan

" Denny Pratama Fitriyanto, “Mediasi penal oleh lembaga kepolisian
dalam penanganan tindak pidana ringan dalam mewujudkan prinsip restorative
juctice (studi di wilayah hukum polresta bandar lampung)”, Skripsi mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
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hukum islam.*® Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi
tersebut terletak pada pengkajian ruang lingkup implementasi
mediasi penal yang penyusun lakukan lebih umum vyaitu
mengenai implementasi dari mediasi penal sendiri di lapangan
baik dari penggunaan untuk perkara apa saja mediasi penal ini,
pelaksanaannya, dan akibat hukum dari adanya mediasi penal di

lapangan yaitu dengan mengambil sampel di Polres Sleman.

E. Kerangka Teoritik
untuk melakukan penelitian maka penyusun menggunakan
beberapa teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian
terhadap implementasi mediasi penal dalam menangani perkara
pidana di Polres Sleman.
1. Teori Hukum Progresif
Teori ini bermula dari adanya ketidak puasan dari
masyarakat akan ketidakpuasan masyarakat akan ketidak
mampuan aparat penegak hukum dalam meminimalisasikan
tindak pidana yang terjadi. Ketidak mampuan ini perlu
adanya sebuah perubahan hukum yang lebih maju yang
kemudian disebut dengan teori hukum progresif. Teori ini
dipelopori oleh Prof. Satjipto Raharjo. Dalam teorinya hukum
progesif dimaksudkan untuk mewujudkan alternatif dominan
dalam interpretasi hukum di Indonesia yang dianggap

formalistis dan tidak memperhatikan keadilan substantif.

2" Bambang Riyanto, ”Analisis mediasi dalam penyelesaian tindak

pidana perzinaan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)”, Skripsi Mahasiswa
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018.
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Dalam teorinya dijelaskan pertama hukum itu untuk manusia
bukan sebaliknya. Kehadiran hukum dimaksudkan bukan
untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih
luas dan besar. Kalau ada yang salah dengan hukum, maka
hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang
dimasukan kedalam skema hukum. Kedua hukum bukan
institusi yang mutlak dan final melainkan proses untuk
menjadi (law as process, law in the making).*?

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut kemudian
dituangkan Kristiana dalam karakteristik sebagai berikut;**

a. Asusmsi dasar yang meliputi: 1). Hukum untuk manusia,
bukan sebaliknya manusia untuk hukum. 2). Hukum
bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum
selalu dalam proses untuk menjadi (law as process, law in
the making).

b. Tujuan hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan
manusia.

c. Spirit berupa 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir,
asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif
(legislatik  dan postivistik); 2). Pembebasan terhadap
kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan

keadilan substantif.

3 satjipto Raharjo, Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum

Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), him. 33.

Y Sayuti, “Arah Kebijakan Pembangunan Hukum ke Depan

(Pendekatan Teori Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum
Integratif),” Journal Al-Risalah, Vol 13:2 (Desember 2013), him. 11.
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d. Arti progresivitas, yakni: 1). Hukum selalu dalam proses
menjadi (law in the making). 2). Hukum harus peka
terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal,
nasional, maupun global; 3). Menolak status quo
manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan
sangat merugikan kepentingan masyarakat, sehingga
menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang
berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

e. Karakter, meliputi: 1). Kajian hukum progresif berusaha
mangalihkan titik berat kajian hukum yang semula
menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; 2).
Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya
dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat,
meminjam istilah Nonet dan Selzniek bertipe responsive;
3). Hukum progresif berbagi paham dengan Legal Realism
karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu
sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang
ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya
hukum; 4) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan
Sosiological Jurisprudence dari Roscoe Pound yang
mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang
peraturan, tetapi keluar melihat efek dari hukum dan
bekerjanya hukum; 5) hukum progresif memiliki
kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli

terhadap hal-hal yang meta yuridis (keadilan); 6). Hukum
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progresif memiliki kedekatan dengan Critical Legal

Studies (CLS) namun cakupannya lebih luas.

2. Teori Politik Hukum Pidana

Teori yang selanjutnya oleh penyusun adalah teori politik
hukum pidana. Politik hukum pidana merupakan sebuah arah dari
adanya kebijakan hukum pidana sendiri. Dalam arah ini terdapat
bentuk bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik
dan memberikan pedoman dalam aplikasinya di lapangan.
Dengan kata lain, kebijakan untuk mengekpresikan nilai-nilai
yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarto mengenai
pengertian politik hukum. Menurutnya politik hukum adalah
kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan.” Bertolak dari pandangan tersebut tentu dalam
menentukan arah kebijakan hukum pidana perlu adanya pedoman
dalam penerapannya di lapangan. Pedoman. Pedoman ini
dinyatakan oleh Sudarto yang menyampaikan, pada intinya
kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :*°
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil

> Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung;
Nusamedia, 2010), him. 2.

18 1bid. him. 39.
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makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan
pancasila; sehubungan dengan hal ini maka, penggunaan
hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan
demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi
dengan hukum pidana harus merupakan, “yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas
warga masyarakat;

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan
prinsip biaya dan hasil (cost and benefit);

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan
kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan
penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban

tugas (overblasting).

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori yang dipakai penyusun dalam skripsi ini adalah teori
perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dalam
bahasa Belanda sering disebut wederrechttelijk. Perbuatan
melawan hukum ini menurut Moegni Djojodikiro diartikan
sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan
hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si
pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun
dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan

hidup terhadap orang lain atau benda.'” Dari penjelasan tersebut

" Moegni Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya
Paramita,1982), him. 57.
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dapat digaris bawahi bahwasannya perbuatan melawan hukum
dalam bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata sangatlah
berbeda. Perbedaan ini terletak pada adanya sifat hukum pidana
sendiri, dimana hukum pidana bersifat publik atau adanya
kepentingan masyarakat umum yang dilanggar. Hal tersebut
berbeda dengan sifat melawan hukum dalam bidang hukum
perdata yang lebih kearah kepada pelanggaran terhadap
kepentingan pribadi atau privat seseorang

Adapun perbuatan melawan hukum ini hanya dapat
dimintakan ganti kerugian apabila terjadinya perbuatan ini. Hal
ini sesuai dengan De Schutnorm Theori yang menyebutkan
meskipun  perbuatan melawan hukum dari  seseorang
menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan
perbuatan melawan hukum itu hanya diwajibkan untuk
mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar khusus
ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang
terlanggar.'®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian
lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang
objeknya berasal dari Polres Sleman berupa data yang didapat

dari wawancara dan informasi dari Polres Sleman yang

18 Komariah Emong Supradjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil
dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan
Perkembangannya dalam Yurisprudensi, (Bandung: Alumni, 2013), him. 71.
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dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta
arsip-arsip yang ada di Polres Sleman. Penelitian ini juga
didukung penelitian pustaka (library research) dengan
mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang
ada kaitannya dengan penelitian ini.

. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian
yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang
erat kaitannya dengan penelitian. Kemudian akan dilakukan
analisis dan dideskripsikan data yang telah diperoleh.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis

empiris, yaitu dengan mengaitkan ketentuan perundang-

undangan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta
yang terjadi di Polres Sleman.

. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan

beberapa teknik diantaranya yaitu, wawancara, dan

dokumentasi sebagai berikut :

a. Wawancara salah satu pengumpulan data yang biasa
disebut interview. Wawancara ini dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke
Polres Sleman dan mencatat atau merekam semua
jawaban yang didapat untuk mendapatkan data yang

diperlukan erat kaitannya dengan tema penilitian.
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b. Metode dokumentasi adalah metode mencari data
mengenal hal-hal atau variabel penelitian yang berupa
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema
penelitian.

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung di
lapangan dengan obyek penelitian dari Polres Sleman

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber
kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan
dengan tema yang akan diteliti.

c. Data tersier, yaitu sumber data yang melengkapi sumber
data primer dan sumber data sekunder, seperti halnya
kamus. Dalam penelitian sumber hukum tersier penyusun
adalah kamus hukum.

Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode
kualitatif, Metode ialah suatu kerangka kerja untuk
melakukan tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun
gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut

(relevant) dengan maksud dan tujuan. Selanjutnya data

tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau

memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh
untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara
deduktif.
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Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh
dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang
sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interprestasi
tersebut, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu
hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan
saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu
hukum tersebut.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penyusun memilih lokasi penelitian
dilaksanakan di Polres Sleman yang pada dasarnya menjadi
induk segala informasi terkait segala sesuatu yang dilakukan

oleh Kepolisian Resor Kabupaten Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk  memberikan  kemudahan dalam  melakukan
pembahasan dalam melakukan penelitian skripsi ini, maka
penyusun membuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bagian formalitas meliputi halaman judul, surat penyertaan
keaslian, = halaman ' pengesahan, halaman motto, halaman
persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini meliputi : latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini penyusun akan menguraikan tentang
tinjauan pustaka yang menjalaskan perkembangan pemikiran

tentang mediasi penal baik dari segi pengertian, tinjauan mediasi
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pidana dari teori hukum pidana dan tinjauan mediasi dari hukum
islam..

BAB Ill: Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang
tinjauan pustaka dari kepolisian meliputi pengertian kepolisian,
ruang lingkup kepolisian, perkembangan hukum kepolisian, tugas
dan wewenang kepolisian khususnya Polres Sleman serta
prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan kepolisian
khususnya Polres Sleman.

BAB IV: Pembahasan dalam bab ini mengenai analisis
mengenai jawaban atas dua rumusan masalah yang telah
dipaparkan diatas. Pertama terkait analisis pandangan hukum
mengenai mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia
dan kedua terkait implementasi dan akibat hukum yang
ditimbulkan dari pelaksanaan mediasi penal di Polres Sleman.

BAB V: Pembahasan dalam bab ini mengenai penutup yang
diakhir penyusun akan memberikan kesimpulan dari penelitian
yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan memasukkan saran-
saran yang diberikan kepada semua pihak untuk terciptanya.
Terakhir dalam penutup ini penyusun akan memasukkan

lampiran-lampiran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya,
maka penulis dapat menaik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasannya mediasi pidana dalam hukum pidana Indonesia
diatur dalam dua aturan. Pertama dalam UU No 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran
Kapolri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian perkara
pidana. Kedua aturan tersebut pada dasarnya memiliki
tujuannya sendiri-sendiri. Diversi memiliki kepentingan
sebagai bentuk pertimbangan menghindarkan stigma negatif
pada anak. Sementara Restoratif Justice yang dikeluarkan
oleh Kapolri diinginkan sebagai bentuk acuan bagi setiap
lembaga kepolisian dalam melaksanakan mediasi pidana,
karena dapat diketahui hukum pidana Indonesia tidak akan
pernah lepas dari asas legalitas. Adapun dikeluarkannya Surat
Edaran ini terdapat beberapa pertimbangan di dalamnya.
Pertama, secara yuridis menjadi tugas dan wewenang
kepolisian dalam bidang penegakan hukum. Kedua, secara
sosiologis pihak kepolisian ingin menghindarkan pelaku
untuk kembali mengulangi tindak kejahatannya. Ketiga,
secara filosofis hukum pidana mengajarkan ajaran sifat
melawan hukum. Memang secara aturan mediasi ini masih

terbatas dalam jenis tindak pidan tertentu. Akan tetapi

101
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nantinya diharapkan akan mendorong munculnya aturan yang
lebih ke arah keadilan substantif. Akan tetapi kedua aturan
tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dimana tidak
adanya kejelasan mengenai anggaran untuk pelaksanaan
mediasi, tidak adanya ketentuan tempat pelaksanaan mediasi
dan juga ketentuan mengenai mediator dalam pelaksanaan
mediasi.

2. Polres Sleman pada pelaksanaannya di lapangan telah banyak
melakukan mediasi penal. Pertama, dalam melaksanakan
mediasi pidana pada implementasinya Polres Sleman
menggunakan model mediasi Community panel or courts dan
Family and community group conferences Kedua, Polres
Sleman telah berhasil melaksanakan mediasi sejumlah 69
perkara (1 lewat diversi dan 68 lewat restorative justice).
Perkara yang diselesaikan lewat mediasi pidana tersebut
ancaman hukumannya relatif ringan, dengan kisaran pidana di
bawah 7 tahun penjara, baik ketika sebelum ataupun sesudah
terbitnya Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018. Akan tetapi
Polres =~ Sleman tetap berpandangan tidak  menutup
kemungkinan untuk melakukan mediasi oleh para pihak
apabila kedua belah pihak menghendaki adanya mediasi.
Ketiga, hasil kesepakatan mediasi yang terjadi di Polres
Sleman hasilnya tidak jauh-jauh dari ketentuan Pasal 10 ayat
(2) dan Pasal 11 UU SPPA baik diversi ataupun restorative
justice. Hasil tersebut rata-rata lebih cenderung ke arah ganti
rugi oleh pihak pelaku. Keempat, akibat hukumnya adalah
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adanya kewajiban pelaksanaan mediasi oleh masing-masing
pihak. Pelaksanaan hasil mediasi ini nantinya akan berujung

pada proses penghentian penyidikan oleh kepolisian.

B. Saran
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka
saran penulis sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat dalam memaknai diversi itu jangan
semata-mata sebagai sarana untuk memeras pelaku anak.
Sering kali masyarakat lebih mengutamakan egonya dari pada
kepentingan masa depan untuk anak. Banyak cara sebagai
bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku anak yang lebih
mendidik  seperti pelatihan masyarakat ~ ataupun
mengikutsertakan pelaku anak dalam pelatihan atau
pendidikan di lembaga pendidikan atau LPKS yang lebih
membentuk kepribadian anak yang lebih baik.

2. Perlu adanya pembaharuan peraturan hukum acara pidana di
Indonesia terkait adanya pengaturan tentang pelaksanaan
mediasi pidana. Pengaturan terkait mediasi pidana ini jangan
hanya sebatas pengaturan internal kepolisian dan UU SPPA.
Akan tetapi lebih secara umum ke dalam KUHAP ataupun
tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang tinggi
kedudukannya. Harapannya nantinya prosedur mediasi pidana
akan lebih terstruktur dan ada ketentuan yang jelas mengenai
mekanisme, penganggaran, lokasi dan siapa yang dapat

terlibat dalam proses mediasi. Hal itu akan membawa sistem
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peradilan pidana yang lebih kearah keadilan substantif untuk

kepentingan semua golongan.
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memberikan sedekah, berbuat makruf,
atau mengadakan perdamaian diantara
manusia.dan barangsiapa berbuat
demikian karena mencari keridhoan
Allah, maka kelak kami memberikan
kepadanya pahala yang besar.

22

Dan jika seorang wanita khawatir akan
nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi
keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu
lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan
jika kamu bergaul dengan isterimu secara
baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz
dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.

27
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menceritakan kepada kami, Katsir Bin
Abdulloh bn Amr bin Auf Al Muzani
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dari kakeknya bahwa Rasululloh SAW
bersabda, “ Perdamaian antara kaum
muslimin  adalah  boleh, kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram, dan
kaum muslimin harus melaksanakan
syarat yang mereka tetapkan, kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram”.
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10.

11.
12.

13.

Daftar Pertanyaan saat di Polres Sleman

Apakah bapak tahu tugas dan kewenangan polisi di
Indonesia? Apakah tugas tersebut ada yang berhubungan
dengan pelaksanaan mediasi?

Apakah yang bapak ketahui tentang mediasi pidana dan letak
perbedaan dengan system mediasi di bidang hokum lainnya?
Menurut polres sleman apa tujuan sebenarnya pelaksanaan
mediasi pidana?

Sampai saat ini peraturan apa Yyang dipakai dalam
implementasi mediasi penal di Polres Sleman?

Mengapa keadilan lebih diutamakan dari asas lainnya?
Apakah Polres Sleman pernah melaksanakan mediasi pidana?
berapa banyak kasus yang diselesaikan dengan mediasi
(berapa jumlah dari total kasus yang ditangani Polres Sleman
sendiri)? Dan kasus apa saja yang pernah dilakukan mediasi
oleh Polres Sleman sendiri?

Bagaiamana prosedur untuk melaksanakan mediasi pidana?
kategori tindak pidana apa yang bisa dilakukan mediasi
pidana ini?

Apakah maksud penyidik wajib mengupayakan diversi? Apa
penyidik yang melakukan inisiatif diversi? Ketika
penyelidikan siapa yang mengupayakan diversi?

Bagaiamana polres sleman mengartikan prinsip pembatas
pada pelaku hanya bisa dilakukan dengan kesalahan relative
tidak berat yaitu mensrea dalam bentuk kesengajaan dolus
atau opzet terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan?
Mengapa mediasi hanya bisa dilakukan kepada hal-hal
tersebut?

bagaiamana model mediasi yang dilakukan para pihak?
Apakah yang dimaksud gelar perkara khusus dalam prosedur
mediasi tersebut?

Mengapa para pihak lebih memilih jalur mediasi dari pada
proses pidana? dan adakah keterkaitan antara pihak korban
dan pelaku (keluarga, kerabat atau lainnya)?



14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Mengapa dalam delik biasa laporan tidak bisa dicabut
walaupun telah dilakukan pencabutan dari pihak pelapor?
Bagaiamana pandangan bapak terkait adanya delik biasa yang
bisa diselesaikan dengan mediasi pidana? karena kita tahu
pada dasarnya laporan tidak bisa dicabut

Berapa hari biasanya untuk melakukan diversi pada anak
sampai tahap penyelesaiannya? Karena perlu ada
pertimbangan dari bapas

Apa yang ingin dicapai dari para pihak setelah melakukan
mediasi?

Apakah kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan
mediasi pidana? baik dari para pihak atau dari pihak
kepolisian?

Apakah ada solusi dalam menyelesaikan kendala tersebut?
apakah mediasi penal sebagai sebuah alternative penyelesaian
perkara dirasa mampu mengurangi jumlah perkara yang
masuk di kepolisian kedepannya?

Setelah semua itu menurut bapak bagaimana pandangan
hukum pidana Indonesia mengenai mediasi pidana?
bagaiamana eksistensinya kedepan? Apakah akan semakin
berkembang atau akan dihapus?

Apakah perlu adanya pembaharuan hokum dalam peraturan
perundang-undangan baik formil ataupun materiil terkait
dengan pelaksanaan mediasi pidana mengingat mediasi
pidana hanya sedikit aturan yang mengetaurnya? Alasannya?
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR

SURAT EDARAN
Nomor: SE/ &  NII/2018

tentang

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

f.  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai

berikut:

a. bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry

point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana
(criminal justice system) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat
tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan
pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana,

cepat dan biaya ringan;
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bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia
menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan
masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (restorative
Jjustice) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup
manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai
perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model
penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan
keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku
kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan
mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya
menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;

bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan
hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif
(restorative justice) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan
dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga
Pemasyarakatan yang over capacity, tunggakan perkara yang semakin
meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan
perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan
sebagainya, men';bawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat
terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan
hukum pidana;

bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat
serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik
Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan
penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa
perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana
terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu
mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan
kepastian hukum terutama kepastian proses;
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bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan
umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan
dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan
ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative
Jjustice) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk
yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri
yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan
pengendalian;

bahwa prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak bisa dimaknai sebagai
metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan
rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya
yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta
penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah
satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari
korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk
menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;

bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan
penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan dapat dijadikan
acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terhadap
perkara pidana adalah sebagai berikut:

1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih
mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan
yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan
yang menjadi tetap;

2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;

3) Pasal.....



3)

4)
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Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana
dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku,
diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua
Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala
Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa
pidana;

bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak

pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif

(restorative justice) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada

ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai
wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab;

Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1)
angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan
jika memenuhi syarat sebagai berikut:

tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan
tersebut dilakukan;

harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.
3) Pasal...
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4)
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Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat
dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan
perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Pasal 22 ayat (2) huruf b dan ¢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan
diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum
dan memberikan kepastian hukum.

Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/dipermaklumkan untuk

penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice agar tidak

memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan

interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan

pedoman penanganan sebagai-berikut:

a. terpenuhi syarat materiil yaitu:

1)

2)
3)

4)

tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan
masyarakat;

tidak berdampak konflik sosial;

adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan,
dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan
(schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau
opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan
(opzet als oogmerk);

2) pelaku bukan residivis;
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b) pada Tindak Pidana dalam proses:
1) penyelidikan;
2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

terpenuhi syarat formil yaitu:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan
para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor
dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui
oleh atasan penyidik;

Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah
dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative
Justice);

rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan
restoratif (Restorative Justice);

pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan
dengan sukarela;

semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap
kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

mekanisme penerapan keadilan restoratif (Reétorative Justice):

1)

2)

3)

4)

setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor
dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian
administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
(Restorative Justice);
permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan
kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/
Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan
penandatanganan pernyataan perdamaian;
pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang
ditandatangani semua pihak yang terlibat;

5) membuat .....



9)

6)

7

8)

9)

10)

11)
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membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal
permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian
perkara;

melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau
keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari
tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani
dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur
pemerintahan bila diperlukan;

menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus
serta laporan hasil gelar perkara;

menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan
Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan
Restorative Justice;

untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat
Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian
Penyelidikan yang ditandatangani oleh:

a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;

untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang
ditandatangani oleh:

a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;

mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan
restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

4.  Terkait .....
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4. Terkait dengan administrasi penyelesaian Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan Kabareskrim Polri.
5.  Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 2% Juli 2018
KEPALA’KEPQI-_I -@ARA REPUBLIK INDONESIA
Kepada Yth.: Prs_f,«-H MUi-I \ TITO KARNAVIAN, Ph.D.

J_ENDERAL POLISI
Distribusi A,B,C dan D Mabes Polri.




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN SURAT EDARAN KAPOLRI
MARKAS BESAR NOMOR _:SE/ NII/2018
TANGGAL : JULI 2018

|. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOPSTUK

"PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Nomor.: SPPP/ /bulan/tahun

Pertimbangan: Bahwa berdasarkan keterangan dari terlapor terkait dengan.....................
Berdasarkan rekomendasi gelar perkara biasa di ............................ tanggal
...................... dimana penyidik agar memberikan kepastian hukum dengan
menghentikan penyidikan, sehingga perlu mengerluarkan surat ketetapan ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i, dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

3. Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2018/Bareskrim tanggal 18 April 2018;

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/ .../.../..../..... tanggal ....
Bulan.... Tahun;

5. Hasil Gelar Perkara tanggal ....... terhadap Laporan Polisi Nomor: ......
tanggal ..........

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. PANGKAT...NAMA...... NRP. ...........
JABATAN........

2. PANGKAT... NAMA...... NRP. ...........
JABATAN........

3. PANGKAT.....
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2 SURAT PERINTAH ........
NOMOR__:S.PPPI........ Lecanlecs)
TANGGAL : BULAN _TAHUN

3. PANGKAT... NAMA......, NRP, v

JABATAN........
4. Dst......
Untuk : 1. menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : .............. ,
tanggal ......080 WH........SERY ... dikarenakan diselesaikan perkara

tersebut dengan keadlian restorativ (Restorative Justice);

2. apabila dikemudian hari dinyatakan membuka kembali penyidikan
berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka
penyidikan terhadap kasus ini akan dilanjutkan kembali;

3. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa
tanggung jawab;

4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.
'~ Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal : Bulan Tahun
DIREKTUR ...... L
Yang Menerima Perintah Selaku Penyidik
NAMA.............. NAMAE..B./~%. 6.1

PANGKAT NRP. ................ PANGKAT NRP. ...............
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Il. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOPSTUK
SURAT KETETAPAN
Nomor: S.Tap/....../bulan/tahun
tentang
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Menimbang : bahwa berdasarkan keterangan dari terlapor terkait dengan kerugian yang

dialami oleh pelapor atas nama Budi setiawan maka pihak terlapor sanggup
membayar kerugian yang. diderita di hadapan para pihak. Berdasarkan
rekomendasi gelar perkara biasa di kantor Direktorat Tipidter Bareskrim Polri
tanggal 8 Mei 2018 dimana penyidik agar memberikan kepastian hokum
dengan menghentikan penyidikan sehingga perlu mengeluarkan surat
ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i, dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

3. Laporan Polisi Nomor: ............ tanggal ............ y

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : .......... tanggal ........... :

5. Hasil Gelar Perkara tanggal .......... terhadap Laporan Polisi Nomor :

............. tanggal ..........;

6. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:......... tanggal ..........
Memperhatikan: ~ Hasil Gelar Perkara tanggal .......... terhadap Laporan Polisi Nomor .........

tanggal ..............

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : 1. menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : ...............
tangfals.... X, .. teftang ®...4. .8 A% dikarenakan diselesaikan
perkara tersebut dengan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

2. memberitahukan .....




4 LAMPIRAN SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR_:SE/ 8 NII/2018
TANGGAL : 2% JULI_2018

2 SURAT KETETAPAN
NOMOR _:S.TAP/........[..... Lo
TANGGAL : BULAN _TAHUN

2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada .......... selaku
Pelapor dan Terlapor serta pihak-pihak yang terkait;

3. dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan
dikembalikan kepada yang berhak;

4. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : ..........cccooeiinnnn
pada tanggal : ...

EIREIPUERST. 8. B ........... oo,
Selaku Penyidik

PANGKAT..... NRP.............

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 27 Juli 2018
o A )




CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Miftahudin

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 31 Mei 1997

Jenis Kelamin - Laki-laki

Agama . Islam

Alamat Asal : Bulusan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Alamat di Yogyakarta : Bulusan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Email : mmiftahudin197 @gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2003-2009  : MIN Tempel
2009-2012  : SMP N 15 Yogyakarta
2012-2015  : MAN 3 Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-

benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

Muhammad Miftahudin
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